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Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapatkan atensi dari pemerintah untuk 

mendirikan usaha lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Pemerintah melakukan perubahan sudut pandang berusaha dari perizinan menjadi 

berbasis risiko yang memudahkan UMKM mendirikan dan mengembangkan usaha, 
permasalahan. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

bagaimana Optimalisasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
peningkatan perekonomian daerah. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan 

merupakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatf yang menitkberatkan 
penggunaan bahan atau materi penelitan data sekunder dengan di dukung oleh data 

kepustakaan. Di samping itu, penelitan ini juga menggunakan pendekatan 

perundangundangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan 
pendekatan perbandingan (comparatve approach).  Bahwa usaha mikro dan menengah 

diwajibkan memiliki perizinan berusaha, dilihat dari tingkat risiko dalam bentuk NIB atau 
Nomor Induk Berusaha. NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah, NIP dan Sertifikat 

Standar untuk kegiatan risiko menengah dan tinggi, NIB dan Izin untuk kegiatan usaha 
risiko tinggi.Dengan Hadirnya Aturan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Diharapkan 

Secara Maksimal Mampu Menjadi Indikator Peningkatan Perekonomian Daerah Serta 

Menjadi Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro,  Kecil Dan Menengah 
 

Kata Kunci : Optimalisasi, Regulasi, UMKM 

 

Pendahuluan  

Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkokoh perekonomian nasional (ekonomi 

rakyat) maka selayaknya pemerintah memberi perhatan yang layak (strategi dan kebijakan) bagi 

pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang 

seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantnya dapat meningkatkan tarif 

hidup dan daya saingnya. UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi 

perhatan yang lebih seksama dari berbagai aspek. 

UMKM merupakan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha 

ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah 

kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapatkan atensi 

dari pemerintah untuk mendirikan usaha lewat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 

Ciptaker). Pemerintah melakukan perubahan sudut pandang berusaha dari perizinan menjadi berbasis 
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risiko yang memudahkan UMKM mendirikan dan mengembangkan usaha. (Laurensius Arliman S : 

2017) 

Kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan dapat menarik UMKM untuk membangun usaha 

yang berizin atau legal. Hanya saja bagi sebagian UMKM, perizinan menjadi momok dalam 

menjalankan usahanya. Sehingga keberadaan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dapat 

menjadi jawaban bagi UMKM untuk mengurus perizinan. Tentunya UMKM harus memahami aspek 

legalitas sebagaimana diatur dalam UU Ciptaker dan aturan turunannya. 

Salah satu turunan dari aturan mengenai UMKM yang baru disyahkan yakni Peraturan 

Pemerintah NO. 7 TAHUN 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 

melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Dalam menyusun strategi 

pendirian perusahaan dan pengembangan usaha pertama, pentingnya pemahaman untuk memilih 

badan usaha. Ada badan hukum yakni PT Perorangan, PT Persekutuan Modal dan koperasi serta 

badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, CV maupun Firma. Untuk perusahaan yang 

berbentuk badan hukum, yang menjadi subjek hukum adalah badan hukumnya, harta kekayaan 

perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya. Sementara badan usaha yang 

menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya. Harta kekayaan perusahaan 

bercampur dengan harta pibadi pengurus. 

Dilihat dari sisi keberlanjutan usaha, perusahaan yang didirikan dengan badan hukum bisa 

menjadi pilihan bagi UMKM untuk mendirikan perusahaan. Perusahaan yang didirikan dengan bentuk 

badan hukum memiliki keunggulan dengan adanya pemisahan tanggung jawab, profesionalisme, dan 

transparansi. Kemudian persoalan perpajakan yang jelas, mempunyai strategi bisnis, dan bisa ikut 

dalam pelaksanaan tender. 

Kedua, pelaku usaha UMKM harus mempunyai gambaran yang baik dalam menentukan 

bentuk usaha. Mulai dari bentuk perusahaan yang bisa dipilih, ketentuan modal minimal, persyaratan 

pendirian, model bisnis dan sektor yang akan dijalankan, ketentuan perpajakan, dan rencana 

pengembangan. 

Ketiga, terkait pendirian usaha. Pelaku UMKM yang ingin mengurus perizinan harus 

memahami alur dan proses mengurus perizinan. Saat ini di era OSS Berbasis Risiko pelaku usaha 

UMKM bisa mendirikan PT perorangan (Perseroan Perorangan), pengesahan badan hukum cukup 

melalui pendaftaran, perubahan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, bentuk perusahaan 

lain seperti CV, Firma tidak ada perubahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha, dan perlu 

tidaknya izin tergantung risiko usaha. 

Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana Optimalisasi 

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah.  

 

Metode  

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan merupakan menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatf yang menitkberatkan penggunaan bahan atau materi penelitan data 

sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitan ini juga menggunakan 

pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan 

pendekatan perbandingan (comparatve approach).  Dilihat dari spesifkasinya, penelitan ini termasuk 

deskriptf analits yaitu penelitan yang menggabarkan dan menganalisis permasalahan Optimalisasi 

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 
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Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah.Dalam 

penelitan ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitan dilakukan melalui tahapan studi 

kepustkaan (library research) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk 

menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan menganalisis (1) bagaimana Optimalisasi 

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah.. 

 

Pembahasan 

Optimalisasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian 

daerah. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021  Pasal 37  

1) Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki 

perizinan berusaha.  

2) Perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha dalam bentuk:  

3) Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;  

4) Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah 

dan menengah tinggi; dan  

5) Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi. 

 

Bahwa usaha mikro dan menengah diwajibkan memiliki perizinan berusaha, dilihat dari tingkat 

risiko dalam bentuk NIB atau Nomor Induk Berusaha. NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah, NIP 

dan Sertifikat Standar untuk kegiatan risiko menengah dan tinggi, NIB dan Izin untuk kegiatan usaha 

risiko tinggi. 

 

Pasal 38  

(1) Perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui sistem 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.  

(2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah 

mengenai penyelenggaraan p erizinan beru saha berbasis risiko. 

 

Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. 

Pemerintah telah memastikan bahwa perizinan usaha bisa didapatkan dengan mudah oleh pelaku 

usaha. Pelaku usaha merupakan perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha 

luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

 

Indonesia kini telah menerapkan sistem Perizinan Berbasis Risiko. Perizinan usaha berbasis 

risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat 

risiko pada sistem perizinan ini dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan 

tinggi. Tujuan dari perizinan ini adalah sebagai bentuk legalitas yang diberikan pada pelaku usaha 

untuk menunjang kegiatan usahanya. 

Terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha sebelum memulai dan 

melakukan kegiatan usaha. Syarat tersebut adalah memenuhi persyaratan dasar dan/atau Perizinan 
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Usaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), 

Sertifikat Standar, dan Izin. 

Membuat Perizinan berusaha selama pandemi sangat mudah karena dapat dilakukan secara 

daring. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat diterbitkan melalui Sistem Online Single 

Submission (OSS). Menteri Investasi/Kepala BKPM dibantu oleh beberapa pihak dalam 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS, yaitu Deputi Bidang 

Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan 

Sekretaris Utama. 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan berdasarkan beberapa faktor, seperti 

penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada 

lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko.Pengurusan Perizinan Berusaha dapat dilakukan secara cepat dan mudah melalui sistem OSS. 

 

Perlindungan usaha mikro dan usaha kecildi indonesia dapat dilihat dari Pasal 48  

(1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuandan 

pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil.  

(2) layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.  

(3) layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Penyuluhan hukum;  

b. Konsultasi hukum; 

c. Mediasi;  

d. Penyusunan  dokumen  hukum; dan/atau  

e. Pendampingan di luar pengadilan.  
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Kesimpulan 

Usaha mikro dan menengah diwajibkan memiliki perizinan berusaha, dilihat dari tingkat risiko 

dalam bentuk NIB atau Nomor Induk Berusaha. NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah, NIP dan 

Sertifikat Standar untuk kegiatan risiko menengah dan tinggi, NIB dan Izin untuk kegiatan usaha risiko 

tinggi. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. 

Pemerintah telah memastikan bahwa perizinan usaha bisa didapatkan dengan mudah oleh pelaku 

usaha. Pelaku usaha merupakan perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha 

luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Dengan 

Hadirnya Aturan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Diharapkan Secara Maksimal Mampu Menjadi 

Indikator Peningkatan Perekonomian Daerah Serta Menjadi Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro,  

Kecil Dan Menengah.  
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